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» LAYANAN MASYARAKAT

Pelayanan Kesehatan
Indonesia Terburuk di ASEAN

JOGJA-Sistem
pelayanan kesehatan di
Indonesia dinilai yang
terburuk di kawasan
ASEAN. Pasalnya pelaku
pelayanan primer tidak
memiliki kompetensi
dan kewenangan yang
memadai, sehingga
penanganan penyakit
tidak sesuai standar.

Harian Jogja
redaksi@harianjogja.com

Pernyataan itu disampaikan
oleh pemerhati kedokteran dari
Universitas Gadjah Mada (UGM)
Nugroho Wiyadi, Kamis (3/11).
Nugroho menuturkan masih sering
terjadi pemakaian berbagai obat
secara tidak tepat.

Hal ini pada akhirnya
mengakibatkan inefisiensi biaya,
dan juga masalah-masalah lain
seperti resistensi obat akibat

» Kurangnya
kompetensi dan
kewenangan serta
penanganan yang tak
tepat menjadi faktor
penyebab.

» Pemerintah
berkomitmen
menyediakan
anggaran kesehatan
sesuai UU untuk
memberi jaminan
layanan kesehatan.

pemakaian obat antibiotik.

Selain itu, lanjut dia, pemahaman
masyarakat yang lemah tentang
sistem pelayanan kesehatan primer,
baik puskesmas-maupun pada
dokter praktek umum, dan sekunder
di rumah sakit, mengakibatkan
mereka tidak mengikuti sistem
rujukan yang ada.

“Masyarakat pada kelas ekonomi
lemah, cenderung memilih
pelayanan kesehatan yang paling
dekat dan murah, tidak peduli
apakah petugas yang dia mintai

pertolongan tersebut memiliki
kewenangan dan kompetensi
yang memadai,” kata Nugroho.

Disisi lain, masyarakat pada
kelas ekonomi menengah ke atas
cenderung langsung memeriksa
diri ke dokter spesialis dengan
berbagai risiko ketidaktepatan
pemilihan jenis dokter spesialis
yang dipilihnya.

Nugroho menambahkan untuk
meningkatkan status kesehatan
masyarakat dapat dilakukan
melalui penyediaan pelayanan
yang bermutu dengan menerapkan
kebijakan desentralisasi kesehatan.

“Fokus dari kebijakan desentralisasi
kesehatan tersebut lebih ke
arah perubahan kewenangan
dan kelembagaan, yang dalam
sistem pelayanan kesehatan primer
dimanisfestasikan adanya semi
otonomi pengelolaan puskesmas,
yang sayangnya belum menyentuh
reformasi  sistem pelayanan
primernya itu sendiri,” kata
Nugroho.

Terpisah, Menteri Keuangan
RI Sri Mulyani menegaskan
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pemerintah terus berkomitmen
menjaga alokasi anggaran kesehatan
sesuai ketentuan undang-undang,
yaitu sebesar 5% dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Pemerintah berkomitmen menjaga\
alokasi anggaran kesehatan,
karena anggaran kesehatan bukan
konsumsi, tetapi investasi untuk
masa depan Indonesia,” kata Sri
Mulyani pada acara Kongres
Nasional Ikatan Ahli Kesehatan
Masyarakat Indonesia (IAKMI)
ke-XIII di Makassar, Kamis.

Untuk itu, Sri Mulyani berharap
agar Kongres Nasional IAKMI ini
dapat memberikan rekomendasi-
rekomendasi yang bersifat substansial
terkait sistem penyelenggaraan
layanan kesehatan di negara ini.

“Mumpung pemerintahan kita saat
ini masih baru, dan sangat besar
perhatiannya terhadap masalah
kesehatan ini, tugas kita adalah
membantu presiden membangun
fondasi sistem pelayanan dan
pemanfaatan anggaran kesehatan
secara benar,” tuturnya. (Antara/
Okezone)




